
 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK 
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 

 

NO KOMPONEN URAIAN 

PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial; 

2. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan; 

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di 
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem 
Layanan dan Rujukan Terpadu; 

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar 
Nasional Rehabilitasi Sosial; 

8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fuungsi serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah pada Dinas Sosial. 
 

2. Sarana dan Prasarana 
dan/atau Fasilitas 

1. Meja dan kursi kerja 
2. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) 
3. Komputer dan printer 
4. Lembar check list kelengkapan dokumen 
5. Kursi ruang tunggu 
6. Kipas angin 
7. Mesin Antrian 
 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Mampu mengoperasikan MS Word 
2. Memiliki pengetahuan tentang program Jaminan Kesehatan Nasional 
3. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah 

dimengerti 
4. Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada pemerlu pelayanan 
 

4. Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung. 
 

5. Jumlah Pelaksana Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pendaftaran 
Kepesertaan BPJS yang dibiayai oleh Pemda. 
 

6. Jaminan Pelayanan Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar 
Pelayanan. 
 

7. Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan Pelayanan 

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk 
menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 
a. Petugas pelayanan informasi; 
b. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan pemerlu 

pelayanan; 
c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 
d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis 

formal; 
e. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 
 

8.  Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

a. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan 
Masyarakat; 

b. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika terjadi 
kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan. 

 
 


